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Ini Perkembangan
Kasus DPPKAD Kota

RBI, BENGKULU - Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari)
Bengkulu I Made Sudarwaman
SH, MH mengatakan, audit
Kerugian Negara (KN) dugaan
korupis tunjangan dana Beban
Kerja (BK) pada DPPKAD Kota
Bengkulu tahun 2015 masih
ada kendala. Yaitu, dokumen
tentang prosedur yang tidak
dilakukan dalam proses pen-
cairan dana BK tersebut.

“Ya, kata pihak BPKP mereka
butuh dokumen itu. Jadi, itulah
yang menjadi ada sedikit ken-
dala, tetapi sesuai dengan ha-
sil pemeriksaan kita memang
tidak ada prosedur pencairan
dana BK itu,"ucapnya kemarin.

Dikatakan Kajari, terkait den-
gan permasalahan tersebut,
Dia sudah memerintahkan
tim untuk berkoordinasi den-
gan pihak BPKP dan menyam-
paikan kepada BPKP bahwa
dalam proses pencairan dana
BK tersebut tidak ada prose-
durnya. Jadi, tidak heran lagi
jika akhirnya terjadi pelang-
garan dalam pengucuran dana
BK ini. “Kendala itu, tim sudah
berkoordinasi dengan BPKP.
Prosedur yang dimaksud BPKP
itu memang harus ada tetapi
dalam kasus ini tidak ada.
Dengan tidak adanya prose-
dur itu, kita sampaikan bahwa
pengucuran dana BK itu ada
dasar hukumnya, tetapi tidak
dilakukan,” ucapnya.

Untukdiketahui, pembayaran
tunjangan dana BK tahun 2015
diduga menyalahi aturan per-
wal nomor 36. Sesuai dengan

perwal nomor 12 tahun 2014
jabatan Kadis mendapatkan
tunjangan dana BK Rp 6,5 juta,
kemudian pada Perwal Nomor
36 tahun 2015 menjadi Rp 12
juta, Jabatan sekertaris dan Ka-
bid pada tahun 2014 mendap-
atkan tunjangan dana BK Rp 5
juta, di tahun 2015 menjadi Rp
9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014
mendapat tunjangan dana BK
Rp 3 Juta ditahun 2015 menda-
patkan Rp 5 juta. Jabatan ben-
dahara ditahun 2014 meneri-
ma dana BK Rp 3 juta ditahun
2015 menjadi Rp 4,5 juta.

Staf ASN tahun 2014 meneer-
ima dana BK Rp 1,5 juta, dita-
hun 2015 Rp 3,5 juta, dan hon-
orer pada tahun 2014 meneri-
ma dana BK Rp 1 Juta ditahun
2015 mendapatkan Rp 3 juta
ditahun. Dana BK yang harus
dikembalikan ASN dan hon-
orer yang merenerima dana
BK itu adalah selisih kenai-
kan tunjangan dana BK dari
tahun 2014 ke tahun 2015.

Pembayaran hanya ber-
langsung dua bulan, tetapi
di dalam tanda-tangan pen-
erimaan, ASN dan honorer
tersebut harus tanda-tangan
menerima tunjangan selama
7 bulan. Total semua angga-
ran Rp 1,8 Miliar Rp 200 Juta
digunakan untuk membayar
dana BK. Sesuai dengan pen-
jelasanan M Sofyan mantan
kepala DPPKAD Kota Beng-
kulu tahun 2015. Dari sisa
anggaran Rp 1,6 M kemudian
Rp 500 Juta diduga digunakan
untuk prapradilan.(ide)



